


ABSTHAK

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN SERTA
PENANGGULANGANNY A
{Studi kasus di Pengadilan Padang dan Poltabes Fadang)

(KHATRUL NUZLI, BP 01.141.242, FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG HAL : 530, TAHUN 2008

Megara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang terdapat dalam penjelasan LTI
1945, Karena itu, sepala tingkah laku dalam masyarakat haruslah sgsuail dengan peraturan
vang di buat pembentuk Undang-Undang. Namun demikian masih ada sebagion kecil
anppota masyerakat vang belum menyadari betul, apa arti dan fungsi hukum itu sendir,
sehingpa mereka melakukan perbuaten-perbuatan yang berientangan dengan hukum vang
herlakuy, salah satu dari kejahatan tersebut adalah lindak pidana pemerasan. Tindak pidans
pemerasan merupakan delik yang tergabung dalam delik harta kekayaan. Ohjek dari
pemerana itu adalah barang atau henda yang berada dalam lapangan harta kekayaan, yang
menyvebabkan kerugian materil dari si korban. Cara-cara yang dipergunakan dalam tindak
pidana pemerasan vaitn dengan kekerasan atau ancamon kekerasan Pasal 368 KUHP dan
ancaman akan menista Pasal 369 KUHP, Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini
adaluh apa faktor-fuklor penvebab dard tindak pidan pemerasan di kota Padang bagaimana
upaya pencepahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak
pidana pemerasan, dan apa saja kendala-kendals yang dihadapi clch aparat pencgak
hukum dalm memberantas tindak pidana pemerasan di kota Padeng, Untuk mendapatkan
jawaban darl masalah terschut, penulis menggunakan metode penclitian hukum yuridis
sosialogis, vait sustu penelitian hukum yang memusatkan perhatiannya pada pengamalac
mengenai efektifitas dard hukum tertulis yang bertitik wlak pada data primer dan data
skunder, Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari Hteratur-literatur yang ada,
herkaitan dengan masalah yang diteliti seria melakukan wawancara dengan sulah seorang
Hakim di Pengadilan Negeri Padang dan Pihak-pihak yang terkait dengan masaiah ini.
Berdasarkan hasil penelitian, dapal disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya
tindak pidana pemerasan antara lain karens fakior ekenomi keluarga, fakior kurangnya
pendidikan, dan faklor kurangnya iman serma faktor yung timbul dari diri pelaku sendiri
dan dari luar diri pelakuy, Perlindungan hukum techadap korban tindak pidana pemerasan
adalah bahwa terhadap korban diberikan penyuluhan seperti diberikan kepastian bafvwa
karban tidak perlu merasa cemas akan keselematan dirinya dikarenakan telah melaparkan
kejadian tindak pidana vang menimpa dirinya kepada pihek yang berwajib, korban akan
dilindungi dan di beri kepastian hukum rentang penjutuban hukuman yang di jatuhkan
kepada pelaku tindak pidana pemerasen, korban diberikan kesempatan untuk memberikian
keterangan tentang tindak pidana pemerasan vang terjadi di depan hukum baik di depan
palisi maupun di persidangan. Upaya vang dilakukan pemerintah dalam menangpulangi
lindak pidana pemerasan yang terjadi adalah dengan mengegunakan upaya yang bersifal
preventif dan bersifat refresit.
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A, Latar belaloangs

Persoalan perkembangan kejahatan swat ind, dalam masyvarakat divemut kojahatan
vang berakibat hilangrva syvawa orang lain dan werancamnya keselamatan jiwe sera et
benib masyarakat. Salah sau bentuk kefahatan atae tindak pidana yang dilakukan acdalh
tindak pidana pemerasan. Hal ini dapat di rasakan oleh masyorakat baik yang berada i
kota-kom besar maupun i kots kecil tidak terkecurtinga kota Padang.

Menyadari kenvataan tersebut, maka tindak pidana pemerasan merupiakan suaiu
musatals sosial. karena Gndakan dengan kekerssan i meresahkan masyvarskat, Pada
dusamya kejahatan terjudi dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya vang
herlangsung sanpal cepal membawa pepgaruh dan perobaban vang sangal copat pula,
perubatian terjadi bukan banya dibidang ekonomi, tetapi juga dibidang fainnva seperti
hudaya, politik, dan struktueal masvarakal,

Dengan adanva perubghan tersehut, maka dopat menimbulkan  perubahan
lerhadap kualitas st koantias masyarakat. Dary pemyatsan di ates terdapat dampak
samping  seperti bentuk  kefahatan diamaranya pembunuban,  penganiavaan  dan
pemerasan, Tindak pidane pemerasan adalsh merupakan salzh satu bentugs perboatan yang
dapat di pidana atau perbuatan tersebut dapat di bukum,

Adspun di detam Kiab Undang-Undang Hukum Pidang (KUY romaosan der
tndak pidana pemerssan terdapat dalun Pasal 368 dan Pasal 169 KLHP

Pasal 368 KUHP ;

! tier Saharodii, 1980, Podob-poekak Ariminodagi, Aksone Baru, Jokoma. Aim.d,

“adovtatne, 1999 Kb Undang-Undong Sakuar P S A Rsaeg, Jakam, blm 151



{13 Burang siepa dengan maksed sniuk menguniunghan dini sendin atay orang
lain secars melawan hukum. memaksa seorang dengan Kelernsan, uniuk
memberikan barang sesuats, vang selurubnya atan sebshagian adalah
kepunyean orang it atu orng lain, atau supava memberi ulang maupin
mengapuskan piutang, danmcam. Karens pemerasan. dengan pidani penjara
paling lama sembilan fzhun,

{21 Ketemuan Pasal 365 avat (23, (31 dan (4) berloku bagi kejahatnn ind.

Pasal 369 KUHP :

i 13 Barang siapa dengan maksud entek menguntungkan dirt sendin atau orang
lain secara melawan hekum, dengan ancanyan peneemaran nam baik dengan
fisan maupun tuiisan atas dengan ancaman akan membuka rahasia, Memaksa
seseorsng  supaya memberikan borang  sesuatu yang  selurchnya atau
sehahapisn Kepunysan omang iu slou careng dain | atau supaya member
utang olau menghapuskan pivtang, diancam dengan prdame penjara paling
lama eenpar tahun,

{21 Keiahatan iné tidak dituntul kecuali aias pengaduan vang terkena kejalbatan,

Tindak pidana pemerazan ind sering dilakukan oleh unsur preman dan tak jarang

puta ledadi terhadap pengunjung objek wisala yang ada di kota Padeng, Masyarakal atoo
< korban kadang kela Gdak melaporkan puda pibak vang berwajib, akan tetapt vang jelas
hagaimana diakui oleh masyarakal umum adalah timbulnya sitipsi-siigsi kemakutan pada
kejalatan (fear of ceime} yang menyentuh sepenap masyarakat. Hal ini dapal dififiat dari
berita vane ditampilkan oleh media massa vang 1erbit di kota Padang,

Dhari bemuk tindek pidana di atas, denpan modus operandi vang berameka rgar

dan semakin meluas, maka pennlis menjadi tertarik untuk menemukan fkioe-fakior aps

vang menyebabkan pelako pemerasan melakukan perbuatan it
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